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ABSTRAK

Aktivitas jual beli tanah merupakan salah satu bentuk transaksi dalam suatu
kehidupan masyarakat. Dalam aktivitas tersebut seorang notaris merupakan orang
yang bertanggungjawab dalam proses transaksi jual beli tersebut melalui
pembuatan suatu akta autentik. Tujuan penelitian yang ingin disampaikan oleh
penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam
proses pembuatan akta autentik dan apabila notaris tersebut melakukan suatu
pemalsuan terhadap suatu akta autentik. Penelitian yang dilakukan oleh penulis
menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada peninjauan kaidah
norma hukum positif. Penelitian yuridis normatif berfungsi untuk suatu kebenaran
koheren sejati sesuai hukum positif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis
yang memberikan gambaran mengenai analisis terhadsp suatu peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab
notaris terhadap pemalsuan akta autentik ditinjau berdasarkan hukum positif
Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 933 K/Pid/2023). Seringkali terjadi
pemalsuan akta yang dilakukan oleh notaris untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris, tanggung jawab hukum seorang notaris mencakup kewajiban
untuk mematuhi semua ketentuan hukum dan kode etik profesi yang berlaku.
Ketentuan ini secara eksplisit menetapkan bahwa seorang notaris yang melanggar
kewajibannya sebagai pejabat pembuat akta autentik dapat dikenai berbagai bentuk
sanksi hukum. Salah satu bentuk sanksi yang diatur dalam ketentuan ini adalah
sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatannya. Sanksi
tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa seorang
notaris bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatuhan hukum dalam
melaksanakan tugasnya.
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ABSTRACT

Land sale and purchase activities are one form of transaction in a society's life. In
such activities, a notary is the person responsible for the process of the sale and
purchase transaction by drafting an authentic deed. The objective of this research,
as conveyed by the author, is to understand the accountability of notaries in the
process of drafting authentic deeds and to examine the consequences if a notary
commits forgery of an authentic deed. The research conducted by the author uses a
normative juridical approach, focusing on reviewing the norms of positive legal
principles. Normative juridical research aims to achieve coherent truth in
accordance with positive law. This study is descriptive and analytical, providing an
analysis of the applicable laws and regulations. The focus of this research is the
responsibility of notaries concerning the forgery of authentic deeds, viewed based
on Indonesia's positive law (Case Study of Cassation Decision Number 933
K/Pid/2023). Forgery of deeds by notaries often occurs to gain personal benefits.
As stipulated in Article 9 paragraph (1) letter d of Law Number 2 of 2014
concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 regarding the Notary Position,
the legal responsibility of a notary includes the obligation to comply with all
applicable legal provisions and the professional code of ethics. This provision
explicitly states that a notary who violates their obligations as an official authorized
to draft authentic deeds may be subject to various legal sanctions. One of the
sanctions stipulated in this provision is administrative sanctions in the form of
temporary dismissal from their position. These sanctions are intended to serve as a
deterrent effect and ensure that a notary acts in accordance with the principles of
justice and legal compliance in carrying out their duties.
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